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BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 57 TesUn zorz

TET{TANC

PENANGANAN BENTURAN KEPEI{TINCAN
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT SRACEN,

a- bahrra rlel.arn 1s1gls mencegah terjadinla korupai karcna
adanya be[turan kepenringan oleh penyelenggara negarEr,
diperlukan podoman penanganan benturan kepentingan di
linglungan pemerintah Kabupaten Srager ;

tr- bahr*-a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaftsud
dalam huruf a. perlu mearctapkan Feraturan Bupati
tentang Fenanganan Benturan Kepentingan di Hagkungan
Femerintah Kabupaten Sragen;

1. Undang-Undang Norrrcr 13 Tahun 1950 tentarng
Fembentukan Daerah{aerah Kabupa.Gn Dalam
Lingkungan Propinsi Jar*a Terrgah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun l95O Nomor 421;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Fembe itrs.n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .3f374.r
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2O Tahun 2OOl tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2()O I Homor 140, Tambahan L€mbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4l SO);

3- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
fryratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Thhun 2OI4 Noroor 6, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenrang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republii-
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2aa, Tambihan Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 55g7) sebagairnsna
telah diubah beberapa kali terakhir derrgan 0ndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenrang
Femerintahan Daerah {I embaran Negara Repubfu{
lndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5g, Tamdhan Lembaran
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Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 'Ihhun 1974 tentang
Fembatasan Kegiatan Fegawai Negeri Dalam Usaha
S*asila (lembaran Negara Republik lndonesia 'llahun
1974 Nomor 8, 'I'hmbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3O2l);

6- Feraturan Femerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Fengendslian Intern kmerintah (hmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2(X)8 Nomor 127, Tambahan
Lsmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 489Of;

7. Feraturan Femerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang
Feraturan Disiplin Pegarai Hegeri Sipil {tcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan
lemhran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2Ol7 tentang
Manajemel Fega*ai Negeri Sipil {Irmbaran Negara
Republik tndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O34;

9- Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Fembnaan dan Fenga.r*asan Fenyelengmraarr
Femerintahan Daerah {l..embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan tembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6O4t];

lO- Keputusan Presiden Nomor lO Tahun 1974 terl.tan.g
Beberapa Pembatasan Kegiatan Fegawai Negeri Dalam
Rangka Fenda,vagunaan Aparatur Negara dan
Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Pr,esiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang
Ferubahan Atas Keputusan hesiderr Nomor lO Tahun
1974 tenang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pega*ai
Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Kesede rhanaan Hidup;

I I - Feraturan Menteri Fendal-agurraan A;nratur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang
Fedoman Umum Fenanganan Benturan Kepentingan ;

l2- Feraturan Daerah Kabupa.ten Sragen Nomor 5 Tahun 2O16
tentang Fembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah
Kabupaten Sragm (t embamn Daerah l(abupaterr Sragen
Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan lambaran Daerah
Kabupa.ten Sragen Nomor 3):

13- Feraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2O16 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Ferangkat Daelah
dan Staf AhIi Bupa.ti (Berita Daerah Kabupa.terr Sragen
Tahun 2O16 Nomor 87f ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINCAN DI UNGKUNGAN PEMERINTAH XABUPATEN
SRAGEN

-)

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Feraturan Bupa.ti ini 1-ang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupa.ten Sragen.

2. Femerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelerrggara pemerintahan daerah )'ang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan lrang
rnenjadi ker.errangan daerah otonom.

3- Bupati adalah Bupati Sragen.

4- Ferangkat Daerah adalah unsur pembann Bupati dan
Deqan Ferqakilan Ralqyat Daerah dalam
pen-relenggaraan urusan pemerintahan -r'ang menjadi
ker*-errangan daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah _vang selanjutnya disingkat
BUMD adalah adalah badan usaha yang seluruh atau
sbagian besar modalnl a dimiliki oleh daerah.

6. Benturan kepentingan adalah situasi dimana
penlelerggara negara memiliki atau patut diduga
rnemiliki kepertingan pribadi terhadap s€tiap
penggunaan t*,ewenang sehingga dapa.t mempengaruhi
kualitas keputusan dan/atau tindakann-ya.

7. Feny'elerrggara negara adalah pejabat pemerintah daerah
dan pemerintah pusat -r'ang berada dibawah koordinasi
pernerintah daerah.

8. Lembaga Publik adalah lembaga publik di lingkungan
pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

{l). Feraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kerangka
acuan untuk merrgenal, mencegah, merrp.tasi benturan
kepentingan di linglungan pemerintah daerah.

(2f. Tujuan penyusunan Peraturan Bupa.ti ini adalah
untuk memberikan keseragaman pemahaman dan
tindakan bagi perangkat rlaerah rnaupun pe'nyelenggara
nqara dalarn rrel,aksanakan penanganan benruran
kepentingan,

{3). Penanganan be.nturan kepentingan diharapkan
dapat memberikan manfaat 'ngi perangkat daerah
maupun penl'elengg;ara negara dalarn:
a. menciptakan budal.a pelayanan publik lang dapar

mergenal, mencegah, dan mengarasi situasi-situasi
benturan kepentingan secara ransparan dan efisien
tanpa mergurangi kine{a pejatrat yang bersangkutan;

b. mencegah terjadinl.a pengabaian pelavanan publik



dan ken rgian negara/ daerah;
c. menegakkan integritrs; dan
d- menciptakan Pemerintahan

akuntabel.
t-ang bersih dan

Fqjabat _vang
adalah:

Pasat 3

berpotensi memilki benturan kepentingan

a- pejabat pemerinrah ,r'ang ber*-ertang dalam pengambilan
keputusan dan penentuan kebijakan;

b. perencana, -vaitu pejabat pemerintah yang diberi tups.
tanggung jau'ab, $'ervenang dan hak secara penuh ol,eh
pejaht yang ber*'enang untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan pada unit perencana:rn tertentu;

c. penga$'as, _r'aitu pejabat pemerintah yang menga.wasi
tuga.s dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah
-vang berlaku, dalam hal ini adalah: para pemeriksa,
auditor, dan pengaras di lingkungan pemerinrah daerah:

d- jabatan fungsional guru, 1'aitu jabatan fungsional y-ang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungiawab dan
s'e\r enang untuk mel,akukan kegigtan merdidft,
rnengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai
dan menganaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dzur
pendidikan menergah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan y'ang diduduki oleh Fegawai Negeri
Sipil;

e. dokter, yaitu pegart'ai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggungiawab, rf,ewerang dan hak secara penuh oleh
p{abat -vang ben*'enang untuk melakukan kegiatan
pela-vanan kesehatan kepada masJ-arakat pa.da sarana
pelayanan kesehatan;

f. pelaksana publik, yaitu pejabat. pegar*'an,
pcrugas dan setiap orang -vang bekerja di dalam unit
organisasi -r-ang mempunl'ai tugas memberikan
pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik
di lembaga eksekutif, yudikatif dan lembaga non
struktural;

g. penilai, ;-aitu orang -vang bertugas menil,ai, mel;akukan
verifikasi. sertifikasi, dan tujuan pengujian lain nva;

h. penyidik pe.ga*.ai negeri sipit, 1-aitu semua pejabat yang
melakukan fungsi pen5"idikan di lingkungan pemerintah
daerah; dan

i. pejabat/pegarrai negeri lain dilingkungan pemerintah
daerah (pimpinan/pegar*ai BUMD, pimpinan/
anggota/pegas'ai lembaga pubtik).

{



BAB III
BENTUK, JENIS DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 4

Beotuk benturan kepentingan 1-ang sering terjadi dan
dihadapi oleh penyelenggara negara adalah:

a, situasi )'ang menl'ebabkan sesoorang menerima
gratifikasi atau pemberian/penerirnaan hadiah atas
suatu keputusan /jabatan;

b- siruasi _r.nng menyebabkan penggunaan ast
jabatan/instansi untuk kepen ring;an prihadi /golongan;

c. situasi _r-ang menl'ebabkan informasi rahasia
jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan
pribadi/golongan;

d- perangkapan jabatan di beberapa instansi ;'ang memiliki
hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau
tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan sualu
jabatan untuk kepentingan jabatan Lainnya;

e. situasi dimana seorang penyelenggara negara
memberikan akses khusus kepada pihak tertentu
misalnl.a dalarn rekrutrnen pegarr'ai tanpa mengikuti
prcsdur yang seharusnya;

f- situasi I'ang menyebabkan proses pengawasan tidak
rnengikuti prosedur karena adan_va pengaruh dan
ha;apan dari pihak 1'ang dianrasi;

g. situasi dimana ker,r,erangan penilaian suatu obyek
krrelifikasi dan ob1'ek tersebut merupakan hasil dari si
penilai;

h. situasi dimana
jabatan;

adanl'a kesempatan penvalahgunaan

i. situasi dimana seorang penyelenggara negara
menentukan sendiri besarn.ta gpji/remunerasi:

j. bekerja lain di luar pekedaan pokoknya atau
mmdiglting atau anLsid.e emplogmertt, dart

k. situasi -r'ang memungkinkan penggunaan diskresi _r'ang
mgn_ya la h gunakan q,€q,errang.

Bagiar lGdua
Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jerris benturan kepe.ntingan -vang sering teqiadi antara lain:
a- kebijakan y'ang berpihak akibat pengaruh / hu bungan

dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifi kasi;

)



b. pemberian izin yang dislrriminatif;

c. pengangkatan pega\rBr berdasarkan hubungan
dekat/balas jasa/rckomendasi/pengaruh dari pejabat
pernerintah;

d- pemilihan partrrer/rekanan kerja berdasar*an keputusan
yang tidak profesional;

e- melaku.kan komersialisasi pelayanan publik;

f. penggunaan a$t dan inforrrasi rahasie untuk
kepentingan pn'badi;

g. Eenjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h- melakukan pengas.asan tidak sesuai dergan nonna,
standar, dan proeedur;

i. menjadi hwahan pihak _vang dinilai;
j. meliaki,kan peqgas'asan atas pengaruh pihak lain;

k- melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;

l. melakukan penilaian tidak sesuai nonDa, standar, dan
prosdur;

m. rcnjadi bagian dari pihak 1'ang memiliki kepentingan
atas ssuatu yang dinilai; dan

n- penyelidikan dan perr-ridikan 1'ang dapa,t merugikan
pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Bagian lGtiga

Fenvebab Ebnturan Kepentingan

Pasal 6

knyebab terjadinl-a benturan kepentingan antara lain:

a- penyalahgunaan \r'ewen:rng, yaitu penye.lenggara negara
membuat kepufusan atau tindakan 5.'ang tidak sesuai
dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian
*'ewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan;

b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penr.elenggara
negara menduduki dua atau bt h jabatan publik
sehincsa tidak bisa menjalankan jabatann-va seca.ra
profesioral, independen dan akuntabel;

c. hubungan afiliasi {pribadi, golonganl -}'aitu hubungan
,vang dimihlki oleh seorang peny.elenggara negara dengan
pihak tefiertu baik karena hubungan darah, h ubungan
perka*'inan maupun hu bungan pertemanan yang dapa.t
mempengaruhi keputusannla;

d. gratifikasi, 1'aitu pemberian dalam arti luas meliputi
pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa
bunga., tiket perjalanan, [asilires penginapan, perjalanan
*'isata, pengobatan cufira-currta dan fasilitas lainn-va; dan

e. kelemahan sistem organisasi, 1.aitu keadaan yang
mertjadi kendala bagi pencapaian tuj uan petaks.anssl

()



ke*enangan penl'elenggara negaJzr 1'ang disebabkan
karena struktur budaya dan organisasi yang ada.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Fenanganan benturan kepentingan pada dasam;-a
dilakukan melalui perhikan nil,ai, sistern, pribadi dan
buda5'-a:

1|. Mengurrmakqn kepentingan publik:

a. penJielengara negara harus memperhatikan asas
umum pemerintahan y'ang baik dalam memberikanr
pela)'anan kepada masl'arkat;

b. dalam pengambilan keputusan, penyelengara negara
harus berdasarkan periatunan perund,rng'undangan
dan kebijakan yang berlaku tanpa mernikirkan
keuntungan pribadi atau tznpa dipengaruhi
preferensi pritradi ataupun afiliasi dengan aAama,
profesi, partai atau politik. etnisi.os, dan keluarga;

c. penyelenggara neg:rra fiak boleh mernaaukkan unsur
kepertingan pribadi dalam pembuatan keputusan
dan tindakan -valg dapa.t mempengnnrhi kualitas
keputrsannla;

d. pen-r'elenggara negara harus menghindarkan diri dari
dn6laken pribadi !'ang diuntungkan oleh 'ittsidc
infonrwtion' atau informasi orang <lelern -vang
diperoleh dari jabatannya, sedangkan informasi ini
ffiak terbr rkn untuk umum; dan

e. penyelengara negara tidak boleh mencari atau
menerima keuntungalr -vang tidak seharusnya
sehingga dapa.t mempengaruhi pelaksanaan
tug.rsnya.

2f. Menciptakan keterbukaan pen:rnganan dan penga.*asan
benturan kepentingan:

a. pen-velenggara negErra harus bersifat terbuka atas
pekerjaan .vang dilakukannya. Keu,ajiban ini tidak
sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan
peratur:rn tetapi juga harus mentaati nilai-nilai
pelay-anan putrlik sep€rti bebas berkepentingan
ldisilterc^stdnes-sl, tidak berpihak dan memiliki
integritas;

b. kepentingan pribadi dan hubungan afilipsi
pen_r-elengara nega.ra ).ang dapa.t renghambat
pelaksanaan tuqas publik harrs diungkapkan dan
dideklarasilan agar dapa.t dikendatiken dan ditangani
secara memadai;

c. pen-\elenggara negara harus men-riapkan mekanisme
dan prosedur perrgpduan dari masyakarat terkait
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adan-va benturan kepentingan yang tedadi;

d. pen-v'elenggara negara serta lembaga publik harus
menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proaes
pen-relesaian atau penanganan situasi benturan
kepentinga.n;

e. pen_velenggara negara serta lembaga publik harus
merdorong keterbukaan terhadap perrga.*'asan dalam
penangzrnan situasi benturan kepentingan sesuai
dengan kelangka hukum 1'ang ada;

f. penyelerggara negara s€rta lembaga publik harus
dapat memberikan akses kepada maslakarat untuk
rrrcndapatkan berbagai informasi yang terkait dengan
pengguna;rn ka'enangannya; dan

g. pen)'elengqara neganr harus menl.iapkan prosedur
pengajuan keberatan dari masyakat terrtang
perrggunaan

3|. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap
keteladanan:

a. penyelergEara negara senantiasa bertindak
sedemikian rupa agar integritas mercka dapat
menjadi teladan bagi penl.elenggara negara lainnya
dan maryarakat;

b. pe-n-veleaggara negara harus sebisa mungkin
bertanggung jawab atas p€raturan urusan pribadinya
agar dapat menghindari terjadinya benturan
kepentingan pa.da saat dan sesudah masa jabatannl a
sebagai penyelen ggara negaftr;

c. prnl'elengmra negara harus bertanggung jax'ab
untuk mengidentifikasi dan menplesaikan benturan
kepentingan -yang memgikan kepentingan publik
apbila terjadi be-nruran kepentingan;

d. penl'elenggara negnra harrs merunjukkan kominlen
mereka pada integritas dan profesionalisme dengan
mererapkan kebijakan penanganan benturan
kepentingan -vang efektif; dan

e. pen]€lenggara negzrra serta lembaga publik harus
bertanggung ja*'atr atas segal,a umsan yang merrjadi
tuBasn_i'a sesuai peraturan perundang-undangan.

4f. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak
tol,eran terhadap benturan kepe'n tingan:

a. lernbaga publik harus merr_vediakan dan
mel,aksanakan kebijakan, prces dan praktek
manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja
_vang dapa.t mendorong pengasasan dan penanga.nan
situasi benturan kepentingan tang efektif;

b. lembaga publik harus mendorong penlelerggara
negara untuk mengungkapkan dan membahas
masalah-rnasalah benturan kepentingan serta harus
membuat ketentuan l-an8 melindungi keterbukaan
dari pen_r'alahgunaan oleh pihak-pihak l,ain:



c- fembaga publik harus mencipakan darr
mempertahankao budaya komunikasi terbuka dan
dialog menggnai integritas dan bagaimana
mendorongn_r'a: dan

d- lembaga publik harus memberi pengarahan dan
pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta
nremungkinkan oolusi dinamis dari ketertuan _rang
rclah ditctapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di
tempa,t kerja.

BAB V

TAHA"PAN DAIIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTI NGAN

Pasal 8

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan :

a- Fenyusunan kerangke keb{akan penanganan benturan
kepentingan:

l. pendetrnisian benturan kepentinp.n yang berpotensi
mernbahay'akan integritas instansi dan individu;

2. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan
benturan kepentingan:

3- pemahaman dan kesadaran yang baik tentang
benturan kepertingan untuk merrdukung kepatuhan
dalam penanganan benturan kepentingan;

4. keterbr.kaan inforrnasi -!'ang memadai terkait dengan
penanganan benturan kepenti ngan.

5- keterlibatan para stakeholder dalam penanganan
benturan kepentingan;

6. monitoring dan evaluasi kebijakan penanSansn
benturan kepentingan; dan

7- pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan
prosedur penang.rnan benturan kepentingan
berdasartan hasil monitoring dan evaluasi.

b- ldentifikasi situasi benturan kepentingan.

c- kn_trrsunan stratrgi penanganan benturan kepentingan:

l. pen5'usunan kode etik;

2. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi
contoh-oontoh pmaktis dan langkah-langkah untuk
rnerga.tasi situasi benturan kepentingan; dan

3. deklarasi benruran kepentingan dengan cara sebagai
trerikut:

a)- pelaporan atau pern,.ataan a*al (rrscrosun4
trntang adanl.a kepentingan pribadi 1'ang dapa.t
bertentangan dengan pelaksanaan jabatanny-a
pa.da saat seorang diangkat sebagai penyelenggara
negara;
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bf . pelaporan dan pernyataan l,anjutan apa.bil,a te{adi
perubahan kondisi setelah pelaporan dart
pemlrataan a*'al; dan

cf- pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk
bisa menentukan tiagkat benturan kepentinp.n
dan bagairrana menanganin! a.

4- dukungan kelembagaan dalam bentuk:

a)- dukungan administrasi yang menjamin efektifttas
pnocles pelaporan sehingga informasi dapat dinilai
dengan be-nar dan dapat terus diperbaharui; dan

bf. pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi
3'ang dilakukan dalam dokumendokumen resmi
agar lembaga )'ang bersangkutan dapa.t
rrrnunjukkan bagaimana lembaga tersebut
mengidentifikasi dan menangani benturan
kepe'ntingan.

d- Serangbian tindakan 1"ang diperlukan apabil,a seorBng
penyelenggara negara berada delam silsasi benturan
kepentingan:

l. pengurangan (diaestas{ keperrtingan pribadi
peny. elengara negara dalam jabatannya;

2. penarikan diri (recusalf dari pros pengambilan
keputusan dimana seorang pen_yelenggara negara
memiliki kepentingan;

3. mernbatasi ak*s pen-velerrggara negaEr atas
informasi tertentu apa.bila yrng bersangkutan
memiliki kepentingan;

4- mutasi penyelerggara negzrra ke jabatan lain _vang
tidak memiliki benturan kepentingan;

5- rnengalih tugaskan tugas dan fanggung jawab
penyelenggara negara _vang bersanglu tan;

6. pengundu-ran diri pen_velenEjqara negara dari jabatan
yang rrrcnlebabkan benturan kepentingan; dan

7. pemberian sanksi tsgr 1'ang melanggarnva sesuai
dengan pemturan perundang-unrlanga[.

BAB VI

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASII.AN
PENAI{GANAN BEHruRAN KEPETTTTNGAN

Hasal 9

Faktor-faktor pendukung keberhasitan peranganan benturan
kepen ingan:

a. Komitrnen dan ketel,adanan pimpinan;
b- Fartisipasi dan keterlibatan para pen-yelerr*Era negara:

1- mernpublikasikan kebijakan penanganan benruran
kepentingan;
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2. secara berkqlq mengingatkan penyelenggara negara
adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;

3. menjamin eEFr aturan dan prosedur mudah diperoleh
dan diketahui;

4. rrcmtreri pengarahan tentang bagairnana menangani
benturan kepentingan; dan

5. rnemberi bantuan konsultasi dan nasettat bagi
meneka yang belum memahami kebijaftan
penanganan benturan kepentingan, termasuk juga
kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau
berhubungan dergan lembaga _vang bersangkuan.

Ferhatian khusus atas hal tertentu:
l. hubungan aftfiasi (pribadi dan plongan);
2- gratifikasi;
3. pekerjaan tambahan;
a. informasi orang dalatn-
5. kepenringan dalam barang
6. tuntutan keluarga dan komunitas;
7. kedudukan di organisasi lain;
8- intervensi pada jabatan sebelumnl'a; dan
9 perangkapan jahatan.

d Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk
menghindari situasi benturan kepentingan, antara lain:

l. agenda rapat -!'ang a.kan diarlaken perlu diketahui
sbelumnya sulnva peny'elenggara negara drfrat
melgantisipasi kemungkinan terFainfa benruran;
dan

2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien
)'ang nrcmungklnkan penarikan diri (rarsad dari
pengambilan keputusan secara ad hoc

e. Penegakan penangirnan benturan kepentingan

l. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

2- mekanisme identifikasi untuk mendeteksi
pelanggaran kebijakan -yang ada; dan

3. instnrmen penanganan benturan kepe'ntingan -vang
secara berkala diperbaharui.

f- Femantauan dan evaluasi

BAB VII

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTI.'RAN KEPENTINGAN

Fasal IO

Dalam hal terdapa.t potensi atau kondisi/situasi benturan
kepentingan, penyelenggara negara:

a. dilarang melakukal transaksi dan/atau menggunakan
aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarg3. atau
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golongan;

b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat
dalam bentuk apapun 1'ang berkaitan derrgan jabatannya
dalam kaitannla derrgan mitra kerja, penyedia barang
dan jasa;

c. dilarang mererima dan/atau rnemberi barang/parcel/
uang/setara u{rng atau delam 5gntu1 apapun pa.da hari
ra1'a keammaan;

d. dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu
rlalam fosntuk apapun kepada penl-elenggara negara;

e- dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi
}ainnya l.ang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel
atau pihak rranapun juga dalam rangka kedinasan atau
hal-hal -vang dapat menimbulkan potensi benturan
kepe'ntingan;

f, dilarang bersikap dislaiminatif, tidak adil untuk
memenangkan penl-edia barang/jasa rekanan/mitra
kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan
jrs, untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau
golongan;

g- dilarang mernanfaatkan data dan informasi laftasir
untuk kepe-n tingan pihak lain:

h- dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung
dergan sengaja tunrt serta datam pemborongan,
pereadaan, atau persewaan, 5.ang pada saat dilakukan
perbuatan. untuk seluruh atau sebagian ditugaskan
untuk mengurus atau mengarrasinya; dan

i. membuat pernj/ataan potensi benturan kepentingan
apabila mempunlai hubungan keluarga 5sdalah delarn
hubungan keluarga inti dengan penl-elerrggara negara.

BAB VIIT

TATA CARA PENANGANAN BENruRAN KEPENTINGAN
Pasal l1

Tata cara penanganan benturan kepentingan dari
mas)'arakat:
a. sarga masl'arakat 5ang terkait dalsrn pengambilan

keputusan dapat melsportan atau memberikan
keterangan adanya dugaan benturan kepentingan
pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau
tindakan;

b- laporan atau keteranga.n tersebut disampa.ikan kepada
atasan l,angsung p{abat pengambil keputusan dan/atau
tindakan dengan mencantumkan identitas jetas pelapor
dan melampirkan bukti-bukti terkaiq

c. atqsan langsung pejabat tersebut rnerneriksa tentang
kebenaran laporan nrasl.a-rakat pafing tambat 7 (tujuh)
hari kerja;
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d" apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak trenar
maka keputusan danlatau tindakan pejabat _yang
dilaporkan tetap berlaku ;

e- apa,bila hasil pemeriksaan tersebut hr€f,rar mrk:r d*lam
jangka saktu 7 {tujuhf hari keputusan danlatau
tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari
atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan

f. pengarr.asan terhadap pelaksanaan keputusan dari
tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadin;-a benturan
kepentingan dilaksanakan oleh unsur penga$.asan.

Pasal 12

(l). Setiap pega*'ai -r'ang mengalami suatu kejadian /keadaan
benruran kepe.ntingan harus melaporkan kejadian/
keadaan tersebut kepada atasan langs.ung.

{2}. Apabita atasan }angsung sebagaimana dimaksud pada
a1'at {t} di aras juga tertibat dalam terjadin}a benturan
kepentinpn tersebut, maka pegawai melaporkan kepada
pimpinan perangkat daerah atau lembaga.

{31. Setiap 1'ang merrgetahui adanl'a benturan
kepentingan di lingkungan perangkat daerah atau
lemhga. harus mel;aporkan kejadian/keadaan tersebut
kepada pimpinan perangkat daerah atau lembaga.

{+)- Apabila pimpinan perangkat daerah atau lembaga
setragaimana dimaksud pada a1,at (2| dan ayat {3} di atas
juga terlibat dalam terjadin_va t enturan kepentingan
tersebut, maka pegar*'ai melaporkan kepada Inspekoral

Pasal 13

(l|. Laporan atau keterangan kejadian /keadaan benturan
kepentingan sebagaimana dimaksud flada Pasal 12 a1,'at

{1f dan a-r at (3} disampaikan denga.n me}aopirkan bukti-
bukti terkait-

{2}. Atasan lang$ung/Pimpinan perangkat da€rah atau
lembaga ]'ang menerinra laporan kejadian/keadaan
benturan kepentingan sebaga.imana dimaksud pada a)'at
(lf harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling
lambat 3 (tigal hari kerja sejak laporan dugaan teq'adinya
Faktek benturan kepentingan diterirra-

(31- Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh atasan
langsung/pimpinan perangkat daerah atau lembaga
sebagaimana dimaksud pada a_vat {2f dituangkan dalam
berita acara perneriksaan dan dikirim kepada Bupa.ri
dergan temt usan I nspektorat.

p). Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
alat {3} menyebu'kan laporan tidak benar, maka
keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara negara
yang dilaporkan tetap berlaku-
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(51. Apabila hasil pemeriksaan rlirnsksud pada
ayat (31 menyebutkan laporan benar, dalarn janeka naktu
2 {duaf hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan
kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang
mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali

(6). Inspektorat _r'ang menerima laporan adanya
kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana
dimalcsud pada Pasal 12 ayat (41 dan a1'at (5) wajib
merrindaklanjuti sesuai derrgan mekanisme yang berlaku
untuk penanganaa pengad uan-

BABIx
IDENTIFIKASI BENTURAI{ KEPENfiNGAN

Pasat 14

(11- Setiap peranglra.t daerah/BUMD *ajib mengidentifikasi
benturan kepentingan sesuai dengar tugas pokok dan
fungsi serta ketenangann5'a-

{2f. Identifik si benturan kepentingan sebagaimana
dimafcsud pada a1'at (l) ditetapkan dergan keputusan
kepala perangfut daerah / pimpinan BUMD.

BAB X

MEKANISME PENGETiIAAN SANKSI

Pasal fs

Sanksi atas pelanggaran terhadap benturan kepeatingan
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
bertaku-

BAB)(l

MOMTORING DAN EVAI,UASI

Pasal 16

{1). Setiap kepala peranelsat daerah / pimpinan BUMD *"ajib
melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan
penanganarl benturan kepentingan secara berkala-

(2)- Berdasarkan hasil monitoriag dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada a!'at (l|, apabila terdapat perubahan
has"l idertffikasi benturan kepentingan *ajib merevisi
kepunrsan cbagaimana dimaksud pada pasal 14
ayat (2).
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BAB XII
PENCEI{DALI,AN DAN PENGAWASAN

hsal l7

{f} Fengendalian dan penanganan bentural kepentingan di
setiap peranglat daerah/BUMD menjadi tanggung jan'ab
seluruh pegawai pada perangkat daerah/BUMD 1-ang
bersangkutan.

(21 Pengawasan dan penanganan benruran kepentingan di
Pemerintah Daerah dilakukan oleh [nspektorat.

BAB )flII
TMTENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pa.da tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetah uin]"a, memerintahkan
pe-ngundangan Feraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Habupa.rcn Sraggn.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 3t- ll3-rou

SRAGEN.
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